YAYASAN KINANTI BAKTI PERTIWI

Kp. Bitung Ratna Rt 01/02 Desa. Bitung Sari Kecamatan. Ciawi Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KINANTI BAKTI PERTIWI
NOMOR: 01/YKBP/V1/2017

TENTANG
PENDIRIAN SDIT ALIF

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

KETUA YAYASAN YANG BERKEDUDUKAN DI DESA BITUNG SARI
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

Menimbang  : 1. Bahwa tanggung jawab pelaksanaan pendidikan tidak hanya Pemerintah
saja, namun masyarakat juga diberi tanggung jawabnya termasuk yayasan
yang bergerak di bidang pendidikan.

2. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan. peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Mengingat ¢ 1. Undang — Undang Dasar 1945 pasal 28 C dan 31 ayat (N
2. Undang — Undang No. 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional
Pasal 54.

3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990
Memperhatikan: 1. Persyaratan izin mendirikan SD Swasta berdasarkan SK Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor Jawa Barat
2. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Tanggal 5 Juni 2018
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kinanti Bakti

Pertiwi
MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mendirikan mengembangkan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu
Alif, yang berlokasi di Kp. Bitung Ratna Rt 01/02 Desa. Bitung Sari
Kecamatan. Ciawi Kabupaten. Bogor.

Kedua : Penyelenggaraan SD Islam Terpadu Alif dimulai tahun Pelajaran 2017/2018
dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentutakan lamanya.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Bogor
a5 25 Juni 2018

5
S.Pd.

k]




PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

dalan Tagar Beriman Mo 40 Cibinong 16514 Talp (021) BTS 1090, Fax (021) BT50871
-'ﬂ'l'.‘:h"‘:.llu weann.dpmplap. bogorkab.go id - email ; dpmplspidiog okt go.rd

—
KEPUTUSAN BEUFATI BOGOR
Nomor: 421.2/077/00016 [DPMETSP /2018
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR [5D] SWASTA

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU [SDIT] ALIF
DESA BITUNGSARI KECAMATAN CIAWI

BUPATI BOGOR
Menimbang : a4 bahwa dalam upava meninpgkatican pelayvanian dan pemera

pendidikan  dasar  kepadn  mpsyarakat, sera mewujudi
pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, periu memberikan 1z
Pendirian Sckolah Dasar (S Swasta kepada SDIT Alif yvang
berlokasi di Kp. Bitung Hama RT.000 RW.002 Desa Bitungsari.
Eecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perfu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang len
Pandirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT ANl yang
berlokasi di Kp. Bitung Ratna RT.001 RW.002 Desa Bitungsar
Kecamatan Ciawi, Knbupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1950 Nomor 8
scbagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomer 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undong Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahiin
1268 Momor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 teniang Penyelenggaraan
MNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kelus dan Nepotisme
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 MNomor 75,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indenesia Nomor 3851):

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Massoral |J..vl!:|'|'I.hEI.I'EI.!l tha.ra Fepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor
T8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4301

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 20053 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Momor
2494, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Momor 9 Tahus 2015 temtang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5679);

6. Undang-Undang Nemor 30 Tahun 2004 tentang Adminisiras:
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Megara Republik [Indonesia Nomor

F601);

7. Peraturan Pemerintah....




Memperhatikan ;

i

Z1. Peraturan Daerah Kabupatert Bogor Nomor 6 Tahun 2001 wntang

]":'II_I.I:"!'rI.glLl: 1 Pendidikan ILembarsn Daerak |\_.h||j:.;l|,.!J Bagor

Takiin 2011

Bopor Momaor 56

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 wntang

Pembentukan dan Susunan Perangkal Dneral |Lembaran Daerah

Kuabupaten Bogor Tahun 2016 Nemer 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Momar 96);

23, Peraturan Bupatl Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja Dinas
Pendidikan [Benta Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tawn Kerja Dinas
Penanaman Moelal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Dasrah
Rabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);

25, Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegnsian

Kewenangan Penandatanganan Dokumen  Administras Pelavanan

Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkal Deerah (Berita

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 2}

Peraturan Bupati Bogor Nomer @ Tahun 2017 tentang Tats Cara

Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Penclidikan Dasar

[Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9); dan

27. Kepurusan Bupati Bogor Nomor 503 {63/ Rpts/Per-ULI{ 2017 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinas.

Momor &, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

(V]
ha

26,

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bepublik
Indonesia  Nomer : AHU-7212.AH.01.04 Tahun 2013 tEntang
Pengesahan Akta Pendirian Yavasan Kinanti Baku Pertiwi, el
U1 November 2013;

2. Penilaion  Hasil Studi  Kelayakan Penyelenggaraan Yang Akan
Memiliki Sekolah Tahun Pelajaran 2017,/2018 di Lingkungan Bidang
Dasar, TH, RA, PAUD, tanggal 13 Februari 2018:

3. Berita Acara Rapal Pembahasan Inn Pendiran Sekolah Dasar (k18]

Swasta Nomor : 28/BAP-1P.5D/ 11/ 2015, tanggal 21 Marel 2018

MEMUTUSKAN

Memberi izin kepada ;

MNama Yayasun © YAYASAN KINANTI BAKTI PERTIWT

Alamat i Kp. Bitung Ratna RT.001 RW.002 Desa Bitungsari,
Kecamatan Cuswi, Kabupaten Bowor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sckolah Dasar (3D Swasta :

Nama : SDIT ALIF

Alarmnt ! Kp. Bitung Ratna RT.001 RW.002 Desa Bitungsari,
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Baopor

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dikbum KESATU, berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yiity -

a. menjamin peserta didik memperoleh alises pelayanan pendidikan,
bagi peserta didik vang orang tuawalinya tidak mampuy membnayai
pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atan peserta didik di
daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di
satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar
Masional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinann berkelanjutan kepada peserta didik yang
memiliki potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat istimewa  untul
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan/atau olahriga pada tingkat satuan petdidikan, kecamatan,
kabupaten /kota, provinsi, nasional dan internasional;

d. mengembangkan. ...




b

4. mengembangkin dan | melaksanakan sistem informasi  pendidikan
pada. satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;

£. menjamin jumlah dan kealifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
sesual dengan Standar Masional Pendidikan;

I menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdin di atas tansh
milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesua
dengan peraturan/perundang-undangan  yang  berlaku, 1
sefigheta, dan tidak digunakan untuk kegintan lain selain Kegis
proses pembelajaran,

wn

KETIGA * Dalam hal pelaksanaan  kegintan pendidikan, satuan  pendidikan
dimakeud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan
kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan hams mengulang
mengajukan izin pendirian banu:

KEEMPAT ¢ Dalam hal pelaksansan kegiatan pendidikan ternvata timbul kerugian
terhadap pihak lam, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya
kegiatan pendidikan, maka scgala restko vang timbul sepenubinya
menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan in dapat
dibatallsan dan /ataw batal dem: hulam

HELIMA ¢ Segala penvimpangan din atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA
dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaj
schingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka
Keputusan ini batal demi hukum;

HEENAM = lzin Pendirian Sekolah Dasar (S0Y Swasta in berlaku selama pemegang
izHn mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
Berlaku dan tidak mengalami perubuahan;

KETUWJIUH : Badan penyslenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha [MIB)
melalui  Sitem Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secarn
Elektronil dari Lernbagn 058 Republik Indonesia:

KEDELAPAN  : Heputusan ini mulai berdaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di - Cibinong
Pada tanggal - THNIV HiE

. —— &.n0. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
YANAN T

iz ,TERPADU SATU PINTU
e U1 OGOR
=(DPlPTSP)

N,

\\£E o ina Utam:a

“HIP. 196307 131992031006

L. ¥th, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Yih. Bupat Bogor (sebagai laporan);

3. Yth. Sekretaris Dagrah Kabupaten Bogor;

4, ¥th. Inspektur Kabupaten Bogor;

5. Yih. Asisten Pemerintahan dan Hesejahteraan Rakvat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

7. Yth. Camat Ciawi Rabupaten Bogor;

&. Yeh. Kepala Desa Bitungsari, Kecamatan Clawi Kabupaten Bogor.
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